RAMLEAK AN PRAERENT AB Boa B AN DALAM EMONR AT AN
PERERONVOAIAN DARBAN AN PENBAFATAN Palar
BARKBRAN

SKRIPSI

Dipindai dengan CamScanner



LANDA PERSETUJUAN SKRIPS

Nama MFAHRI AGRIANSYAN

“iM 0115009

Jurusas MU BUKUM

Judui Skripsi  : KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN
PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Palembang,20 MARET 2019
Disetujui / Disahkan oleh :
Pembimbing Pertama, Punhiiling et
A SHMH.

p’W —_—

Dipindai dengan CamScanner



SO At o s L B T b e e AT e e s

":":'“L::" ANFEMERINTAN DAFRAN DAL AM PENINGRATAN
NOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN FAJAK DAERAN

Penulis

M Fahn Agria Pembimbing l'nllluful

1 Jauhe
Pembimbing Kedua
Rosa Linda. SH. M

ABSTRAK

s ‘:«“-Id‘ '-Hdisu sekarang ini dimana telah diterapkannya sistem otonoms
daerah vang membernikan kebebasan kepada setiap dacrah untuk mengatur rumah
langganya wndm, termasuk administarasi dan keuangannya. Hal i bertujuan
untuk memungkinkan daerah-dacrah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan _pcluksammn pembangunan. Pelaksanaan pcn;bnngunun suatu
dacrah dapat berjalan apabila daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah
yang memadai. Pendapatan asli daerah ini didapat melalui beberapa sumber
seperti pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukannya analisis mengenai kebijakan
pcfn:nntah daerah dalam peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan
pajak.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis
mempergunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian
dengan meneliti data kepustakaan / library research, penulis bermaksud akan
menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kebijakan
pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan
pajak daerah dan apa sajakah prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan
manajemen keuangan dacrah. Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis data,
yaitu data primer dan data sekunder.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Perekonomian Daerah
dan Pendapatan Pajak Daerah sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini
ditandai dengan tingkat pembangunan di Indonesia yang sudah cukup baik.
Pembangunan suatu daerah berjalan dengan baik dikarenakan suatu dacrah dapat
menjalankan administrasi dan keuangan dengan baik. Selain itu, terdapat
Prinsip-prinsip Pokok dalam Penganggaran dan Manajemen Keuangan Daerah
yaitu : Komprehensif dan Disiplin, Fleksibilitas, Terprediksi, Kejujuran,

formasi, Transparasi dan akuntabilitas.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Perekonomian Dacrah, Pajak Dacrah
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